— = - =-

| SALINAN J

'

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 18A/PL.02.2-Kpt/3315/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKII. BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2020

OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang;



Mengingat

1.

Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atan
Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan tentang Pedoman Teknis
Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Grobogan Tehun 2020 Oleh Partai Politik Atau
Gabungan Partai Politik

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pemhbentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1350 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa  kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubaha Kedua  Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);



10.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1911);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Waldl Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomer 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536});

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
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12,

13.

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201)

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Waladl
Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 9095)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubermnur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walkil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomeor 1511);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V /2019
tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean
Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Grobogan Nomor 01/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-
Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan



Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor
12/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX /2019 tentang
Perubahan Atas Pedoman Teknis Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Grobogan Nomor : 17/PL.02.2-Kpt/3315/KPU-
Kab/XII/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal
Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Partai
Politik sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai
Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun
2020.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan Nomor 1C/PL.02.2-
BA/3315/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 6 Desember
2019 tentang Penetapan Pedoman Telmis Pencalonan
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan
Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GROBOGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020 OLEH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK ,

Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun



KEDUA

KETIGA

2020 Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan
Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan
Tahun 2020 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politilc sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1II
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 6 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,
Ttd
AGUNG SUTOFPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum

VISKA AjS



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR :18A/PP.02.2-Kpt/3315/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020 QLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI] POLITIK

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

BAB 1
PENDAHULUAN

A, LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan
Wakil Bupati OGrobogan seccara demokratis berdasarkan asas
langsung, wmum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun
2020 dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Grobogan mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan
keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.



MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah :

1.

Untuk memberikan pedoman teknis bagi Penyelenggara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, dalam
melaksanakan tahapan Pencalonan oleh Partai Poliik atau
Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Grobogan Tahun 2020;

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

Agar Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesual dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputu tatacara proses

Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, terdiri

dari:

1.

A

2 S A

Persyaratan Calon dan Pencalonan

Pendaftaran Pasangan Calon

Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan
Calon

Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

Penggantian Calon

Larangan dan Sanksi

Tanggapan Masyarakat

Penvelesaian Sengketa Tata Usaha Negara



PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan im, yang dimaksud dengan :

i i

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020,
selanjutnya disebut Pilbup Grobogan 2020, adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih
Bupati dan Wakil Bupati Grobogan secara langsung dan
demokratis.

Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut
Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang
diselenggarakan paling akhir.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya
disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan
wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan
ketentuan yvang diatur dalam undang-undang pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya
disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan
Umum vang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupalen Grobogan, selanjutnya
disebut KPU Kabupaten Grobogan, adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan
Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang pemilihan.
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10.

11.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Grobogan untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah
panitia vang dibentuk oleh KPU Kabupaten Grobogan untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan,

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut
Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik [ndonesia sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilthan Umum Provinsi Jawa Tengah,
selanjutnya  disebur  Bawaslu  Provinsi  adalah lembaga
penyelenggara perulihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan  pemillhan umum &1 wilayah  provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenal Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas
dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Grobogan, selanjutnya
disebut Panwas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi
penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Grobogan.
Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut
Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu
Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan di kecamatan.
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pengawas Pemillhan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL
adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.

Partai Politik adalah Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019
vang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Grobegan Pada Pemilihan Tahun 2020.

Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 yang secara bersama-
sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal Partai Politik Tingkat Pusat atauw dengan
sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar {AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

Pimpinan Partai Politik Tingkai Provinsi atau Kabupaten adalah
Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para
Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi atau
Kabupaten atau dengan sebutan lain sesual dengan Anggaran
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART} Partai Politik yang
bersangkutan.

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon
bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Pasangan Calon baik tingkat Kabupaten yang
didaftarkan ke KPU Kabupaten.

Rakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan
selanjutnya disebut Bakal Paslon, adalah Warga Negara Republik
Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik yvang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU
Kabupaten untuk mengikuti Pilbup Grobogan 2020,
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19, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan yang
selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang
telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup
Grobogan 2020.

20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.

21. Mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani
pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan
administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum
dan hak asasi manusia.

23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan
perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor tdentitas Penduduk
yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekal pada seseorang
yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

25. Hari adalah hari kalender.

ASAS PENYELENGGARA
Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik, penyelenggara Pilbup Grobogan 2020
harus berpedoman pada asas :
mandiri;
jujur;
adil;

kepastian hukum;

1.

2

3

a

5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;

8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;

11. efisiensi;
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12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

F. PESERTA PILBUP GROBOGAN DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1.

[ g

Peserta Pilbup Grobogan 2020 dari partai politik atau gabungan
partai politik adalah Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai peserta Pilbup Grobogan 2020,

Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Bupati dan Wakil
Bupati mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan
yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan
Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau
peraturan internal masing-masing Partai Politik.

Dalam seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara
demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3

mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

BAE 1l
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

\

1.

Warga Negara [ndonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil

Bupati Grobogan Tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17

Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

' ¢. berpendidiken paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau

sederajat;
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. berusia paling rendah 25 {dua puluh lima] tahun terhitung
sejak penetapan Pasangan Calon;
. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan
narkotika  berdasarkan  hasil pemeriksaan  kesehatan
menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahl
psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN};
tidak pernah  sebagair  terpidana berdasarkan putusan
pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara
meliputi :
1 Terpidana karena kealpaan; atau
2. Terpidana karena alasan politik;
wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di
dalam penjara;
. bagi mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pemidanaannya, secara kumulatil, wajib memenuhi syarat
secara terbuka dan juyjur mengemukakan kepada publk dan
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
bukan mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan
Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
tidak scdang  dicabul hak pilihnya Dberdasarkan  putusan
pengadilan yang telah mempunyai keKuatan hukum tetap;
. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang
berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara
negara;
. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung
jawabnya yang merugikan keuangan negara;
. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak
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e

pribadi;

. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati,

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

untuk Calon Bupati atan Calon Wakil Bupati, dengan

ketentuan:

1)

2)

3)

4)

penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung

berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama,

yaltu masa jabatan pertama selama 5 (lima} tahun penuh
dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 2 (dua
setengah} tahun, dan sebaliknya;

jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1

(satu}, adalah jabatan Bupati dengan Bupati dan jabatan

Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;

2 (dua)] kali masa jabatan dalam jabatan yang sama,

meliputi:

a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang

sama;

bj telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak

berturut-turut; atau

¢} telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah

vang sama atau di daerah yang berbeda;

penghitungan 3 (lima} tahun masa jabatan atau 2 % [dua

setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 (satu}, dihitung scjak tanggal pelantikan sampai
dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang
bersangkutan; dan

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai

dengan angka 4), berlaku untuk:

a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara
langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan

nama Kabupaten.
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B.

. belum pernah menjabat scbagai :

1} Gubernur, Wakil Gubernur, bagi Calon Bupati dan Wakil
Bupati di daerah yang sama; atau

2] Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daecrah yang sama ;

berhenti dari jabatannya sejak diletapkan sebagai Calon bagi

Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai

Bupati atau Wakil Bupati dari kabupaten lain;

. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan

negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupat
yvang mencalonkan dir1 dalam Pilbup Grobogan 2020;
tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati

atau Penjabat Walikota;

. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai
calon;

menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lain

dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;

. berhenti dan jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau

Badan Usaha Milik Daerah vang tidak dapat ditarik kembali

sejak ditetapkan sebagai calon; atau

. berhenti sebagair Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh,

KPU/KIP Kabupaten/Kota Bawaslu. Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalang

penyandang disabilitas;

PERSYARATAN PENCALONAN
1. KPU Kabhupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai

Politik atan Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU

Kabupaten sebetum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
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2. Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik harus memenuhi perolehan paling sedikit 20% {dua puluh
persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Grobogan atau 25%
(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam
Pemilihan Umum Angeota DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2019,

3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan
mempercleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari
akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku
bagi Partai Politik yvang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten
Grobogan pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten
Grobogan Tahun 2019.

4. KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 {dua), dengan rumus :

a) Syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kabupaten Grobogan
Tahun 2019 atau 50 kurs1 x 20/ 100 = 10 Kursi; dan
b) Syarat pencalonan = jumlah suara sah DPRD Kabupaten
Grobogan Tahun 2019 atau 819.113 { Delapan Ratus Sembilan
Belas Ribu Seratus Tiga Belas ) x 25/100 =204.779 { Dua Ratus
Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan).
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor
17/PL.02.2-Kpt/3315/KPU-Kab/XIl/2019 tentang Penetapan
Jumlah Minimal Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Partai
Politik sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partal Politik dan/atau
Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2020.

©. Salinan Keputusan KPU Kabupaten tentang Persyaratan Pencalonan
untuk Partali Politik atau Gabungan Partai Politik, disampaikan
kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan, Pimpinan Partai
Politik Tingkat Kabupaten Grobogan dan Bawaslu Kabupaten.

7. Pimpinan Partai Polink tingkat pusat menandatangam dan

melaksanakan pakta integritas pencalonan Bupati dan Wakil Bupau
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10.

11.

12.

1:3.

14.

sebagaimana tercantum dalam formulir Model B.1.2. KWK Partai
Politik.
Partai Polittk atau Gabungan Partai  Politikk hanya dapat

mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

. Partat Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk

mernbentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon,
yang kesepakatannya ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan
Partai Politik.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan
dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pilbup
Grobogan 2020, dan kesepakatannya ditandatangani oleh
Pimpinan Partai Polittk atau masing-masing Pimpinan Partai
Politik vang bergabung dan Bakal Pasangan Calon.

Partai Politik atan Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan
Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik
dukungannya sejak pendaftaran.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Polittk menarik
dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal
Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partal Politik atau
Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal
Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan
Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

Bakal Calon vang telah menandatangani kesepakatan pengusulan
dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak dapat
mengundurkan diri sejak pendaftaran.

Dalam hal Bakal Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat
mengusulkan Baka! calon dan/atau Bakal Pasangan Calon

pengganti dan pencalonannya dinyatakan guguar.
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BAB IIi
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1.

KPU Kabupaten menerima dari KPU/KPU Provinsi salinan
keputusan tecrakhir Menteri tentang kepengurusan Partai Politik
tingkat pusat dan salinan keputusan terakhir Pimpinan Partai

Politik  tingkat Pusat/Partai  Politik tingkat Provinsi tentang

kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Grobogan sebelum

masa pendaftaran Pasangan Calon.

Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten

Grobogan tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan

sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon,

kecuali perubahan tersebut disebabkan karena -

a. Terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan
tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat
keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan
berhalangan tetap; atau

L. Terjadi pemberhentan pengurus sebagal akibat pengambilalihan
kewenangan Partai Politik tingkat Kabupaten Grobogan oleh
Pengurus Partai Politik tingkat Pusat dalam pendaftaran
Pasangan Calon.

Partal Politik yang tidak menyampaikan salinan keputusan tentang

kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Grobogan, tidak

dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan

tingkat Kabupaten Grobogan, menjadi  pedoman bagi KPU

Kabupaten Grobogan dalam penerimaan pendaftaran Bakal Paslon.

Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan

Partai politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian

sengketa di pengaﬂiilan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran

Bakal Paslon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang

penetapan kepengurusan Partai politik.
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10.

11.

KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Bakal Paslon melalui
media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU
Kabupaten selama 3 (tiga} hari.

Dalam Pengumuman pendaftaran Bakal Paslon dicantumkan:

a. Keputusan KPU Kabupaten tentang Syarat Minimal Jumlah
Kursi atau Akumulasi Suara Sah Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik sebagai Pemenuhan Syarat Pencalonan yang
diusulkan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam
Pilbup Grobogan 2020;

b. Waktu penyerahan dokumen;

c. Tempat pendaftaran.

Masa pendaftaran Bakal Paslon selama 3 (tiga) hari, dengan jadwal

sebagal berikut:

a. Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada
putkul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan

b. Hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB
sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten

Grobogan mendaftarkan Bakal Paslon kepada KPU Kabupaten

selama masa pendaftaran.

Dalam hal pendaftaran Bakal Paslon dari Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai

Politik tingkat Kabupaten Grobogan, pendaftaran Bakal Paslon yang

telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat

Pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik tinglkat Pusat.

Dalam mendaftarkan Bakal Paslon, Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik harus memenuhi persvaratan :

a. Syarat paling sedikit perolehan kursi atau perolehan suara sah;

b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal

Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik;
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12,

13.

14,

15.

16.

c. menyertakan dokumen syaral calon dan surat persetujuan
Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik tingkat pusat;

d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Pohtik tingkat pusat
atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat
kabupaten sesual dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan; dan

e. menyertakan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam
BAB | huruf F angka 4 yang ditandatangani oleh Pimpinan
Partai Politik tingkat pusat.

Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai

Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan

pimpinan Partat Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan

wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten
dalam pendaftaran Pasangan Calon.

Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagainana

dimaksud pada angka 11 huruf ¢ berhalangan, surat persetujuan

Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat

pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme

pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.

Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal

Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.

Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau Tim Bakal Pasangan <Calon

memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi

pencalonan.

Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau

salah seorang Bakal Calon atau Bakal Paslon tidak dapat hadir

pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

atau Bakal Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali
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17.

18.

19.

ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat

dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vang berwenang.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan

Bakal Paslon, yang secara kumulatil tidak memenuhi persyaratan

pencalonan, KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima

pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan
mengembalikan dokumen pendaftaran Bakal Calon kepada Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

Dalam menerima pendaftaran Bakal Paslon, KPU Kabupaten

bertugas:

a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik;

b. Meneliti pemenuhan persyaratan jumlah paling sedikit perolehan

jumlah kursi atau jumiah suara sah;

¢. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :

1] Keabsahan dokumen syarat calon dan surat persetujuan
Rakal Paslon vang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik
tingkat Pusat dengan berpedoman pada Keputusan Menteri
yang diterima dari KPU;

2) Keabsahan Keputusan kepengurusan Partai Politikk tingkat
Kabupaten Grobogan;

3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan
kepengurusan Partail Politik Tingkatr Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan hasil verifikasi persyaralan pencalonan dan syarat
calon, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Polittk menggunakan Tanda Terima
pendafltaran formulir Model TT.1-KWK yang bensi .

a. Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mendaftarkan Bakal Paslon;
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20.

21.

2

23.

24.

b. Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat
pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Polititkk tingkat
Kabupaten;

c, Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Polinik tingkat
pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang
diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten
Grobogan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;

d. Han, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon;

e. Alamat dan nomor telepon Bakal Paslon, alamat dan nomor
telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing
kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan
Bakal Pasangan Calon; dan

{. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan
dan persyaratan calon.

Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan

Kecamatan;

Memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Paslon;

Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani,

rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika di rumah sakit yang

ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Bakal Paslon.

Dalam hal terdapat 1 ({satu} atau lebih Partai Politik dalam

Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan

Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Paslon, KPU

Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi

bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Calon dan

mencatatnya dalam Berita Acara.

KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang

tidak melampirkan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat

tentang persetujuan Bakal Paslon dalam dokumen persyaratan

pencalonan, dibubuhi parafl petugas pendaftaran dan salah satu
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25.

Partai Polittk pengusul serta disaksikan Bawaslu Kabupaten dan

dituangkan dalam Berita Acara.

KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Paslon dari Gabungan

Partai Politik yang masith memenuhi syarat pendaftaran calon dan

menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1,

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang

diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang wajib

disampaikan kepada KPU Kabupaten terdir: atas :

a.

surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangam oleh

Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang

bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan

tingkatannya, yang mcnyatakan :

1) sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati;

2) tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati, yang akan didafiarkan;

3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses
Pemilihan; dan

4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang daerah,

dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta

lampirannya.

surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon

sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan

Formulir Model BB. 1-KWK;

surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf bH

dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat

berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU
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Provinsi/KIP  Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten;

surat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap sebagaimana dimaksud dalam BAB Il huruf A angka 1

huruf { dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah

sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan neger yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani

pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam BAB II

hurul A angka 1 hurul g wajib menyerahkan:

1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau
nasional, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam
penjara disertai dengan buktinya;

2} salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap; dan

3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa
Terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap.

bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang sudah

mencapai paling sedikit 5 {lima) tahun sejak selesai menjalani

masa pidana sampai dengan jadwal pendaftaran, sebagaimana
dimaksud dalam BAB Il hurul A angkal huruf h, wajib
menyerahkan;

1) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau

nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara
terbuka dan mengemukakan kepada publik sebagal Mantan

Terpidana dengan disertai buktinya;
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2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang
bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang dari :

a) Kepolisian Resor

b} Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam
1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.

3) Surat keterangan telah selcsai menjalani pidana dari kepala
lembaga permasyarakatan;

4) Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari
kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon
mendapat pemhebasan bersyarat, cuti bersyvarat atau cuti
menjclang bebas; dan

5) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal
Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan lercela, yang
dikeluarkan oleh :

1} Kepolisian Resor

2} Kepolisian Dacrab untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu)
provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan

penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa
laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang

secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang

menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
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dar pengadilan negen yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal Calon;

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dart pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
calon, tanda terima penyampalan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas
nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau
sejak Calon menjadi wajb pajak, dan tanda bukti tdak
mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
tempat Calon yang bersangkutan terdafltar;

Keputusan pemberhentian sebagal Penjabat Gubernur, Penjabat
Bupati atau Penjabat Walikota bagi calon yang berstatus
sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau Penjabat
Walikota:

Daftar nwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon
dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan
Partai Politik, dengan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
Fotokop Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah
L.anjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah
dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

Naskah visi, misi dan program Paslon mengacu pada Rencana
Peimbangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten yang
ditandatangani Bakal Paslon;

Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau
kecamatan; dan

Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat)
sentimenter x 6 (enam] sentimenter berwarna sebanyak 4
(empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat} lembar,

serta foto Calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimenter x

28



15,2 {lima belas koma dua] centimenter atau ukuran 4R

sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda

tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik

yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politk sesuat

dengan sural keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

Surat pernyataan dalam formulir Model BB.1-KWK dilengkapi :

a.

Surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain;

Surat pengajuan pengunduran diri sebagar anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik I[ndonesia, Pegawai Negeri Sipil,
Kepala Desa atau sebutan lainnya;

Surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

Surat pengajuan pengunduran diri schagai Pegawai Negeri Sipil
bagi calon yang berstatus secbagai Penjabat Gubernur, Penjabat
Bupati, atau Penjabat Walikota;

Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan
surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, hurul b, hurufl ¢ dan huruf d; dan
Surat keterangan bahwa pengunduran dir1 atau pernyataan
berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, hurut b, huruf ¢

dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

vang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima)

hari sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasangan calon menyampaikan salinan Formulir Model BB.1-KWK

yang telah diisi dan ditandatangani kepada :

a. Bawaslu Kabupaten;

b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan

c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
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Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Paslon dari Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik, meliputi ;

a. Keputusan Pimpinan Partai Polittk tingkat Pusat tentang
persetujuan Bakal Paslon menggunakan Formulir Model B.1-KWK
Parpol;

b. Dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 .

Partai Politik atan Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim

Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Paslon.

Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan

KPU tentang Kampanye Pemilihan dan Keputusan KPU Kabupaten

Grobogan tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan. |

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan hurul kapital nama

Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon

sebagaimana dimaksud pada angka 8, dibuat dalam 2 ({dua)

ravigkap, mehput

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB IV
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

¥

Terhadap persyaratan kesehatan :

a. KPU Kabupaten menerima Keputusan KPU tentang standar
pemeriksaan  kesehatan jasmani, rohani, dan  bebas
penyvalohgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara
jasmani dan rchani.

b. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pengurus lkatan Dokter
Indonesia (IDI}, Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan

Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat Kabupaten/Provinsi,
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untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas

Dokter, ahli psikologi dan pemeriksa bebas penyalahgunaan

narkotika.

. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas ketua yang dipilih dari

anggota tim dan anggota.

. KPU Kabupaten menyampaikan:

a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas
penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan;
dan

b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada
Bakal Paslon dari Partau Politik atau Gabungan Partai
Politik.

. KPU Kabupaten menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah

atau RRumah Sakil Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan

rekomendasi 1Dl  Wilayah  Kabupaten/Provinsi  dengan

Keputusan KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah

yang ditunjuk kepada Bakal Paslon Perseorangan untuk

melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas
penyalahgunaan narkotika.

. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk

menetapkan kesimpulan yang menyatakan:

a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rehani;
dan

b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.

yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil

pemeriksaan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan

kesehatan Calon kepada KPU Kabupaten, sebagai pemenuhan
kelengkapan persyaratan calon.

Kesimpulan dan seluruh hasil pemerksaan kesehatan bersifat

final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

31



KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi
terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon
paling lama 7 (tujuh) hari.

Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan

lampirannya.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan

masyarakat, terbukti bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang

didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partal Politik tidak sesuai
dengan pakta integritas, Partai Politik dapat mengganti bakal calon
vang bersangkutan.

Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi

penelitian terhadap:

a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai
Politik yang bergabung;

h. tanda tangan Paslon;

¢. materai; dan

d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas

sekolah lanjutan tingkat atas, Paslon wajib menyertakan:

a. fotokopi ijazah perguruan tinggl negeri atau swasta yang
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tingg
yang bersangkutan;

b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri
atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau
swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;

¢. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi
Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah
perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi
swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung

dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar

(STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh

instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan
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10.

11.

12.

13.

14.

pendidikan atau pendidikan agama di wilayah tempat sekolah
dimaksud pernah berdiri.

Dalam hal jjazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon
vang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib
menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda
Tarmnat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon
yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah
tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon
wajib menyertakan surat Kketerangan pengganti ijjazah yang
dikeluarkan oleh instansi  atau satuan kerja  yang
menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di
wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdin.

Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang
diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah
yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan
wrusan pendidikan.

Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang
diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional
dilakukan oleh kepala seckolah yang be.rsangkutan dan/atau
instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

Pengesahan fotokopi jjazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang
diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat
yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan
pendidikan.

Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi
ditemukan catatan masalah hukum dalam surat keterangan
catatan kepolisian, KPU Kabupaten melakukan klanfikas1 ke
Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan
Negeri/Pengadilan Tinggi untuk memastikan adanva putusan yang
berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum

tetap, KPU Kabupaten melakukan Klarifikasi ke Lembaga
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i €

15.

16.

1%

18.

19.

20.

21.

Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang

bersangkutan :

a. pernah dipidana penjara, atau

b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 3 (lima)
tahun sebelum jadwal pendaftaran.

Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat

terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau

persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi

kepada instansi yang berwenang.

KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi

dalam berita acara.

KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi, kepada Bakal

Paslon dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling

lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

Berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan

danjatau persyaratan calon yang dinyatakan belum lengkap

dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi

syarat, Bakal Paslon diberi kesempatan untuk melengkapi

danatau memperbaiki persvaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak

pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.

Perbaikan dokumen persyaratan, dikecualikan bagi bakal calon

atau Bakal Paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat

keschatan jasmani dan roham dan/atau bebas penyalahgunaan

narkotika.

Dalam hal bakal calon atau Bakal Paslon dinyatakan tidak

memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rchani dan/atau bebas

penyalahgunaan narkotika Calon atau Paslon yang bersangkutan

dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Paslon baru.

Penggantian bakal calon atau Bakal Paslon, dilakukan pada masa

perbatkan.
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PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

I,

Bakal Paslon dari partai politik atau gabungan partai politik
melakukan  perbaikan terhadap persyaratan calon dan
menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan
selama 3 (tiga) hari setclah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud
pada angka dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan
belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi
syarat pada verifikasi administrasi.

Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program
Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat
memindahkan dukungannya kepada Bakal Paslon lain yang
diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah
dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat
Calon.

Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan
Calon, KPU Kabupaten melakukan prosedur sebagaimana
dimaksud dalam BAB III huruf A angka 18 hurufa, bdanc

KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan perbaikan
persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan

formulir Meodel TT.2-KWK

PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1.

KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap perbaikan
persyaratan calon paling lama 7 (tujuh} hari setelah menerima
perbaikan.

Verifikasi perbaikan persyaratan calon tidak dilakukan terhadap
berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau
memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas
Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampin

identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang
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e

mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai
penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat
sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditindaklanjuti oleh KPU
Kabupaten dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang
berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan Bakal Paslon.

Hasil verifikasi perbaikan persyaratan Calon dituangkan dalam
formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.

KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan
menyampaikan hasil verifikasi perbaikan kepada Pimpinan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik.

Dalam hal hasil verifikasi perbaikan Bakal Paslon dinyatakan
belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal Paslon
tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Bakal Paslon
sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Paslon dinyatakan tidak
memenuhi syarat.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal
Calon dan Baka! Paslon nya berhalangan tetap, dan tidak
mengajukan bakal Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi
syarat.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan
susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan
klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya
atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di
tingkat terscbut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran
Rumah Tangga (ART) Partai Politik,

KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan

berdasarkan hasil klarifikasi schagaimana dimaksud pada angka 8.
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BAB YV
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

KPU Kabupaten menetapkan hasil venfikasi persyaratan
pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Paslon peserta
Pilbup Grobogan 2020 pada rapat pleno dan menuangkan hasil
verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Paslon.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Paslon, KPU Kabupaten
menetapkan Paslon Peserta Pilbup Grobogan 2020 dengan
Keputusan KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Paslon Peserta
Pilbup Grobogan 2020 dalam rapat pleno terbuka.

Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan
keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai
Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh}
hari sebelum hari pemungutan.

Ragi calon vang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati yang
mencalonkan diri dari daerah lain wajib menyampaikan keputusan
pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati,
Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
Bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat
Bupati, atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan surat
pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU
Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh] hari sebelum hari

pernungutan.
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11.

12

13.

Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawal pada

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib

menvampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang

pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sebelum hari pemungutan suara.

Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana

dimaksud pada angka 4 (empat), angka 5 (lima). dan angka 7

(tujuh) dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri

sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuh: syarat.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya

dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada

angka 8 (delapan) tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

NPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Paslon yang

telah ditetapkan sebagai peserta Pilbup Grobogan 2020 dalam

rapat pleno terbuka.

Rapat pleno KPU Kabupaten tentang pengundian nomor urut

Paslon, dihadiri cleh :

a. Paslon;

b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mengajukan Paslon;

c. Tim Kampanye,

d. Bawaslu Kabupaten;

e. medla massa,; dan

[. wkoh masyarakat.

Paslon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut

Paslon.

Bagi calon atau Paslon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan

menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungiawabkan,

pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan

daftar Paslon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim

Kampanye.
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e,

IS.

16.

7

18.

19.

20.

21.

2.

23.

24,

Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan

membawa surat mandat tertulis dari Paslon.

KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut

Paslon Peserta Pilbup Grobogan 2020.

Nama lengkap Paslon pada daftar Paslon dan surat suara, harus

sesuai dengan nama Paslon yang tercantum dalam KTP Elektronik

Paslon yang bersangkutan.

KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Paslon dalam

Daftar Paslon.

Penyusunan Daftar Paslon dituangkan dalam Berita Acara

Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon.

Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon ditetapkan dengan

Keputusan KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Paslon yang

telah ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Grobogan 2020 paling lama

2 (dua) hari scjak penetapan nomor urut Paslon.

Penetapan dan pengumuman Paslon Peserta Pilbub Grobogan

bersifat final dan mengikat.

Nomor urut dan daftar nama Paslon peserta Pilbup Grobogan 2020

yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :

a. mencetak surat suara;

b. keperluan kampanye; dan

c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada han
pemungutan suara.

Paslon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat

negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan

Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum

hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

Dalam hal Paslon berhalangan untuk mengumumkan laporan

harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Paslon dapat memberikan

surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.
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25,

26,

27.

28.

29,

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menank
pengajuan Paslon dan/atau salah seorang calon dari Paslon setelah
penetapan Paslon Peserta Pilbup Grobogan 2020.

Paslon dan/atau salah seorang dari Paslon dilarang mengundurkan
diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Paslon oleh KPU Kabupaten.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Paslon
dan/atau Paslon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik tidak dapat mengusulkan Paslon pengganti.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Paslon
dan/atau Paslon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur
sebagai Peserta Pilbup Grobogan 2020, dan diberitahukan kepada
Paslon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.

Paslon yang dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup Grobogan
2020 tidak mengubah nomor wurut Paslon lain yang telah

ditetapkan.

BAB VI
PENGGANTIAN CALON

Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, dalam hal :

a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;

b. berhalangan tetap; atau

c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan vang telah
berkekuatan hukum tetap.

Berhalangan tetap, meliputi keadaan:

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan

surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
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10.

Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas

secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari

rumah sakit pemerintah.

Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslon sebagaimana

dimaksud angka 1 huruf a, dapat dilakukan pada tahap sebagai

berikut:

a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau

b. sebelum penetapan Paslon;

Penggantian Bakal Calon  atau Bakal Paslon sebagaimana

dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf ¢, dapat dilakukan

pada tahap sebagai berikut :

a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;

b. sebelum penetapan Paslon; atau

c. sejak penetapan Paslon sampal dengan 30 (tiga puluh} hari
sebelum hari pemungutan suara.

Penggantian Bakal Calon atau Calon hanya dilakukan terhadap

Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat

kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penggantian Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat

kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat

dilakukan dengan mengubah kedudukan :

a. Calon Bupati menjadi Calon Wakil Bupati; atau

b. Calon Wakil Bupati menjadi Calon Bupati.

Bagi Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian Bakal

Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus mendapat

persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik.

Penggantian Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7,

tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik bagi Pasion yang diusulkan oleh Partai Politik.
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11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi

2.

syarat kesehatan sebagaimana angka 1 hurufl a dilakukan pada

masa perbaikan.

Penggantian calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik karena berhalangan tetap atau dyatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan
calon pengganti paling lama 7 (tujuh] hari sejak Calon atau
Paslon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik
dukungannya kepada calon atau Paslon pengganti sebagaimana
dimaksud pada hurufl a.

dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partal Politik menarik
dukungan kepada Calon atau Paslon pengganti, dukungan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan
sah.

dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak
mengajukan Calon atau Paslon pengganti sebagaimana
dimaksud pada huruf a, salah satu calon dari Paslon yang tidak
berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
dinyatakan gugur dan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik pengusul Calon atau Paslon tidak dapat mengusulkan
Calon atau Paslon lan.

dalam hal salah satu Calon dari Paslon berhalangan tetap atau
dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 {(dua puluh
sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon
pengganti, salah satu Calon dari Paslon yang tidak berhalangan

tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan

42



Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan
sebagai Paslon.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam
angka 12 hurufl e, KPU Kabupaten melanjutkan Pilbup dengan
salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap

sebagail Paslon peserta Pilbup Grobogan 2020.

. dalam hal salah satu Calon dan Paslon berhalangan tetap atau

dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum  tetap, KPU Kabupaten  wajib

mengumumkan kepada masyarakat.

. Dalam hal terdapat calon Bupati dan Wakil Bupati yang

terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas setelah penetapan
daftar Pasangan Calon, KPU Kabupaten mencoret nama calon
yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat
melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak
sesual dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada
huruf h.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud angka 12
huruf ¢, KPU Kabupaten melanjutkan Pilbup Grobogan 2020
dengan salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan

tetap sebagai Paslon peserta Pilbup Grobogan 2020,

13. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan

14.

kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon pengganti
karena syarat kesehatan dan menetapkan Paslon paling lambat 7
(tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Paslon
pengganti.

KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon pengganti
karena alasan berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, paling
lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau

Paslon pengganti.
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15.

16.

17.

18.

19.

KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi secara fertulis
sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada Pimpinan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politk dan Calon atau Paslon
pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi
syarat atau tidak memenuhi syarat.

Dalam hal dari hasil verifikasi/penelitian sebagaimana dimaksud
pada angka 11 Calon atau Pasion pengganti dinyatakan tidak
memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak
dapat mengusulkan Calon atau Paslon pengganti.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Paslon
pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak dapat
mengalihkan dukungannya kepada Paslon lain.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi/penelitian terhadap calon
atau Paslon pengganti dinyalakan tidak memenuhi syarat, dan
mengakibatkan jumlah Paslon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU
Kabupaten membuka kembali pendaftaran Paslon.

Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) han.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima
imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pilbup
Grobogan 2020.

Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun
dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupatl.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima
imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Partai Politik atan Gabungan Partai Politik terbukti

menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
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10.

yvang bersangkutan dilarang mengajukan Paslon pada periode

berikutnya di Kabupaten Grobogan.

Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti

memberi imbalan dalam proses pencalonan, maka penetapan

Paslon Peserta Pilbup, atau Paslon terpilih, atau sebagai Bupati

atau Wakil Bupati dibatalkan.

Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukt

menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang tentang Pemilihan.

Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian

pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai

dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis
dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan

kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk

kegiatan Pemilihan, 6 (enam] bulan sebelum tanggal penetapan

Paslon sampai dengan penetapan Paslon Terpilih.

Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan angka 8, petahana

vang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Paslon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan

oleh KPU Kabupaten, apabila :

a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tqiérbukti
menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi iainnya
untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kckuatan hukum tetap, sebelum hari
pemungutan suara;

b. Paslon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau
lehih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
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11.

.. Paslon terbuktt menerima dan/atau memberikan imbalan

dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

. Paslon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau

elektronik, berdasarkan putusan Panwas Kabupaten,;

. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum

tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan,

bagi Calon atau Paslon yang berstatus sebagai Petahana;

. menggunakan kewenangan, prograim serta kegiatan

Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilbup sejak 6 (enam)
bulan sebelum ditetapkan sebagal Paslon sampai dengan
penetapan Paslon Terpilih bagi Calon atau Paslon yang

berstatus sebagai Petahana; dan

. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang

berstatus sebagai Petahana.

Pembatalan Paslon Peserta Pilbup, tidak mengubah nomor urut

Paslon pescrta Pilbup yang lain.

BAB VIII
TANGGAPAN MASYARAKAT

KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat mengenai :

daftar Bakal Pasangan Calon;

dokumen pendaftaran;

hatas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat;
dan

pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh bakal

calon Bupati dan Wakil Bupati

Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan
batas waktu 1 (satu} Hari sebelum berakhirmya masa penelitian

perbaikan.
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Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan
melalui laman KPU Kabupaten, media cetak, dan/atau media
elektronik.

Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:

a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang

jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan

b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu

sebagaimana dimaksud pada angka 2

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Sengkecta tata usaha negara Pilbup Grobogan 2020 merupakan
sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara
Paslon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Paslon Peserta
Pilbup Grobogan 2020.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara Pilbup Grobogan 2020
diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawasiu Kabupaten
atau Bawaslu Provinsi.

Dalam hal masih terdapal keberatan atas putusan Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten dapat diajukan gugatan di
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Paslon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat,
dan/atan gelar keagamaan pada dokumen persyaratan

pencalonan dan syarat calon.
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Pencantuman gelar akadermk dibuktikan deﬁgan {otokopi jjazah

yvang telah dilegalisir.

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung

menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru,

KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan

kepada Menteri.

Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik menjadi Paslon, wajib mengundurkan din yang

dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia menguﬁdurkan

diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat

pendaftaran.

Perangkat Desa vyang dicalonkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik menjadi Paslon, wajib mengundurkan

diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia

mengundurkan diri sejak  ditetapkan sebagai Paslon yang

disampaikan pada saat pendaftaran.

Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan kepada

KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan

sebagai calon, yang terdiri atas :

a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang
berwenang;

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyeyahan
suratl pengunduran diri; dan

c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam
proses oleh pejabat yang berwenang.

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dicalonkan oleh partal

politik atau gabungan partai politik wajib menyampaikan

keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebelum hari pemungutan suara.

Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan Eentang

ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon

atau Paslon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan

setelah  dilakukan penetapan Paslon, KPU Kabupaten
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10.

11.

meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap. .

Dalam hal putusan pengadilan menyatakan jazah/Surat Ta.r:icla

Tamat Belajar (STTB} Calon atau Paslon tidak sah, penggunaan

ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyataklan

tidak memenuhi syarat, dan ditindak lanjuti sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka 12. |

Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya

terdapat 1 (satu) Bakal Paslon yang diterima pendaltarannya dan

masih terdapat Partai Politik atau Gabungan partai politik yang
belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan
ketentuan : ‘

a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebith Partai Politik
yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua
puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling
kurang 25% (dua puluh lima persen}, maka komposisi Partal
Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Paslon

yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;

h. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik

yang belum mendaftar tidak mencapai paling sedikit 20%
(dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapal
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), maka Paslon
yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembal
dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik
yang berbeda.

KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggaraan Pilbup Grobogan

2020 dengan 1 (satu} Paslon apabila terdapat keadaan : ]

a. setelah dilakukan penundaan, dan sampal dengan
berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya ';er;:lapat
1 (satu) Paslon yang mendaftar; :

b. terdapat lebih dari 1 (satu) Paslon yang mendalftar, dan

berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 {satu) Paslon
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12,

13.

14.

15.

16.

yvang memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penun'claian
sampai dengan berakhirnya masa pembukaan keﬁé}ali
pendaftaran, tidak terdapat Paslon yang mendaftar,- af;au
Paslon yang mendaftar berdasarkan hési]
verifikasi/penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang
mengakibatkan hanya terdapat 1 {satu} Paslon;

c. sejak penetapan Paslon sampai dengan saat dimulainya masa
Kampanye, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang
mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan han
pemungutan suara, terdapat Paslon yang berhalangan tetap
yang mengakibatkan hanya terdapat 1 {satu) Paslon; atau

e. terdapat Paslon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai
Peserta Pilbup Grobogan 2020 yang mengakibatkan hanya
terdapat 1 (satu) Paslon.

Tata cara penyelenggaraan Pilbup dengan 1 (satu) Paslon

berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang

mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon.

Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati, yang berstatus

sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan

politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten wajib
mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial

KPU Kabupaten

KPU Kabupaten wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK

dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan

verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3

(tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.

KPU Kabupaten memberikan pelayanan dalam  proses

pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim

Penghubung Pasangan Calon

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 20 terdiri atas

konsultasi: |

a. tatap muka;
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17.

18.

19.

20,

2 .

22.

b. melalui telepon,

c. melalui surat elektronik; dan/atau

d. media komunikasi lainnya.

KPU Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon

mengenai:

a. penyerahan dukungan,

b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon
perseorangan,

c. pendaftaran;

d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon
dari Partai Politik;

e. persyaratan calon; dan

f.  tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf a, huruf

b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap

penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta

Bupati dan Wakil Bupati.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf ¢, huruf

d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap

pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupadti.

KPU Kabupaten menerima penyerahan dokumen dukungan

pencalonan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan

Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan,

tercantum dalam Lampiran I vang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

Pengadaan formulir, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU

Kabupaten.
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BAB Xl
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman

dalam Pencalonan Pilbup Grobogan 2020.

Ditetapkan di Grobogan
pada tanggal 6 Desember 2019

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Ttd
AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum

'Q c}1
YUDHAVISKAA S
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR ; 18A/PP.02.3-Kpt/3315/KPU-Kab/XIl/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020 OLEH PARTAl POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTA] POLITIK

FORMULIR PENCALONAN
OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

A. SYARAT CALON

1.

MODEL BB.1 KWK

TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON
BUPATI/WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020

2. MODEL BB.2-KWK DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI/

3.

MODEL BB.3 KWK

WAKIL BUPATI DALAM  PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI
JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK
NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

L.

MODEL B-KWK
PARPOL

SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020

53



5

;

2]

MODEL B.1-KWK
PARPOL

MODEL B.2-KWK
PARPOL

MODEL B.3-KWK
PARPOL

MODEL B.1.2-KWK
PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN
PUSAT PARTAl POLITIK TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI
POLITIK*) DALAM PENCALONAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN PADA
PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI  POLITIK/GABUNGAN
PARTAl POLITIK*) DENGAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN PADA PILBUP GROBOGAN
TAHUN 2020

PAKTA INTEGRITAS

BERITA ACARA PENELITIAN TANDA TERIMA

MODEL TT.1-KWK

LAMPIRAN MODEL
TT.1- KWK

MODEL TT.2-KWK

LAMPIRAN MODEL
TT.2-KWK

MODEL BA.HP-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN
2020
LAMPIRAN TANDA TERIMA
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020
TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020
LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN
PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI
-54 -



LAMPIRAN MODEL
BA.HP-KWK

MODEL BA.HP
PERBAIKAN-KWK

LAMPIRAN MODEL
BA.HP PERBAIKAN-KWK

DOKUMEN PERSYARATAN
PENCALONAN  DAN PERSYARATAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN
PENCALONAN DAN PERSYARATAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

PERBAIKAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROUBOGAN TAHUN 2020

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERBAIKAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 6 Desember 2019

KETUA KOMIS] PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Ttd
AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum

F e
YUBHAVISKA h.S
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MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL
BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

a o o P

" Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .........
NIK i A B e oM s S AT R B ST R
Jenis kelamin R R A R Y R SRR R
Pekerjaan e e p e e b s A ST AR e s
e. Tempat dan tanggal ... L L ro— J - tahun

lahir/umur

£, Alamat tempat tNEEAl & i RN S

.................................................................................

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM
1. bertzqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar .
Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945, cita-cita Proklamasi :
Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republix
Ir.donesia;

3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuaran hukum tetap;

4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati*), selama 2
(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan
Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam
Pemilihan;

S. belum pernah menjabat sebagai:

a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil
Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang
sama,

b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon
Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau

¢. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil
walikota di daerah yang sama, '

6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2020



B. KHUSUS

Beri centang [

pada kolom

Pernyataan ini
|

| Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani

pidana tidak di dalam penjara.

| Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak
| di dalam penjara.

.

i

!bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
‘ pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat

| secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan
| bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

| bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan
!_ Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

bersedia berhenti dari jabatan saya sebagal Gubernur/Wakil
| Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*)
dari daerah lair.

bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa
kampanve bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
| Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri
| di daerah yang sama.

|

telah  berhenti  scbagai  Penjabat Gubernur/Penjabat
‘ Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan
‘ bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak
| ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

‘ berszdia mengundurkan diri sebagali Anggota
| DPR/DPD/ DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
| :

|
bersediz mengundurkan diri sebagal Anggota Tentara Nasional

Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara
‘ Repablik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon




| bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak

ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan dizi sebagai Lurah/Kepala Desa atau
sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

| bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara
| atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon

bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
| Parwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian sural pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan:

*} pilih salah satd

Yang membuat pernyataan,

Bakal Calon Bupati/Wakil
MATERAI Bupati *)

....................................................




MODEL BB.2 KWK o

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI *)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

Pas Foto
Berwarna
Bakal calon

4x6
1. Namealengkap = s e e i
2. Nomor Induk KepencUdUKang ... s st passstss iasns
3. Tempat/tanggal 1ahir/UmMuUr @ ..o
4. Jerus Kelemin . Laki-laki/Perempuan *)
5. Agama B e ens e e e s i S s
6. Alamat Tempat Tinggal B cosirissbriscaiiitoms il s ik bmissiostshesbrmaninmmminms
{sesuai KTP} RT/sebutan lain @ ........ooooviiiiiiiiiiniiinnnn,
RW /sebutan lain § cawsnissimsies sessvms oy
Kelurahan/Desa*) : ......escsmvssimisovisis
Kecamatan/Distrik ! ....cosseessisssmomisgiaisi
Kabupaten/Kota § sussimisasssssians s
Provinsi G R SRR
7. Status Perkawinan . Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
a. Nama Istri/Suami ™} @ ...
b. Jumlah anak: .....................L
8. Pendidikan Terakhir ST —
9. Pekerjaan 0 e e S A S TR R R
100 NPWEP 8 eesrmdelens i i et i S
11, Riwayat pendidikan *¥)
No Jenjang Pendidikan Nama Institusi Tahun Tahun
Masuk Keluar
1
2
dst
12, Kursus/Diklat yeng peranah diikuti :
No Nama Lembaga No. Tahun Tahun
Kursus/Dixlat | Penyelenggara | Sertifikat Masuk Keluar
1




13. Riwayat organisasi***)

No Nama Orgsnisasi Jabatan Tahun Masuk | Tahun Keluar

I

2

dst

14. Riwayat pekerjaan ***¥)

No Nama Jabatan Tahun Masuk | Tahun Keluar
Perusahaen/Lembaga

1

2

dst

15. Tanda penghargaan

No Nama Pengharagaan Lembaga Pembert Tahun Masuk
Penghargaan
1
&
dst
16. Motivasi Pencalonan . rkberisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk

mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran . ({berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan
ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Supati

Demikian informasi int dibuat dergan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan
persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati*) sesuai ketentuan peruncar.g-
undangan vang Dberlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Selanjutnya, saya menvatakan bersedia/tidak bersedia*) informasi saya
dipublikasikan kepada masyarakat. '

..................




DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten®*) ..... R e

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Ketua Sekretaris

Cap \\
| MATERAI
Pargol/
P

Ketaa Sekretaris

Cap ) MATERA|

) MATERAI

Keterangan :

1.7 Coret yang tidak perlu,

2.4 Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/perguruan tinggi dan
talun kelulusan.

3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu
menjadi anggota.

4.***+ Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/lembaga/nama
kesatuan dalam TNI/Peilri.



MODEL BE.3 - KWK

=

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama e e R R e e S
b. NIK b o s s i s st i
C. NOmMOr PEZAWAL 1 it
d. JERE Kelainilt = = § vt e e e SR
e. Tempat dan tanggal e R A B SRR | e tahun

lahi=/umur '

f. Alamat tempat tinggal § i i s s i R iats s

................................................................................

menyatzkan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada
BUMN / BUMID ™ Jucsumssian. s ec s ansasusrss anines serta akan menyampaikan Keputusan
Pemberhentian yang akan ditandatangani pejabat yang berwenang paling

lambat 30 {tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya,

MATERAI
6.000

Keterangan:
% Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan

paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasargan calon.
1 pilik salah satu,



MODEL B-KWK %

PARPOL J

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI*) DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK?)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah /Dewan

Pimpinan Cabang atau sebutan lain®) Partad ....o.ocoveeeeriveeriernerninennn.. /Gabungan
Partai Politik*) yang meliputi ;

1. "Pavtal sk dengan perolehan kursi/suara sah *} .......... kursi/suara *i;
2. PaRtal weeseomvinmiei dengan perslehan kursi/suara sah *} .......... kursi/suara *);
I 551 -1 [ erm—————— dengan perolehan kursi/suara sah *) ......... kursi/suara *.

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama;

1. Bakal Calon Bupati ] Buangitie e e danies
2. Bakal Caloa Wukil Bupati : el T T

bersama-sama menyatakan:

1. scpakat mendaltarkan Bakal Fasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2020

2. udak exan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah
didaftzrkan;

3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun
2020

4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Grobogan Tahun 2020 telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan |kursi sabagaimana tersebut di atas, jumlah
keseluruhan kursi/suara sah*) Partal ...coovcvievivieninciiiciiiiniinnas /Gabungan Partai
Politik®) sebanyalk ...................... Kursi/Suara®) dan telah memenuhi paling sedikit
20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten yang telah ditentukan sebanvak
.......................... kursi atau paling sedikit 23 % dari akumulasi jumlah
suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten yang telah ditentukan sebanyak
....................... suara sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon
Bupati dan Wakil Bupati dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dem:kian Surat i dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagairnana
meslinya,
................. e S R L e



DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *}/
Gabungan DPD/DPC Partaj Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Grobogan
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Ketua

Ketaa

Ketua

Bakal Calon Bupati

Sekretaris
MATERAI
Sekretaris
MATERAL
T
Sekretaris
MATERAL
(essnvmuimmassvissyeaes )
dst ...
Bakal Calon Waxil Bupati
MATERAI




MODEL B.1-KWK
PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

------------------------------------------------

NOMOR . N ERERRE R AR e RN ARSARIARP AR IR

TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

Dalam penyelenggaraan pemilikan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun
2020 dan be-dasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten Partai
................ eeviiiiiiiiiiiiiiii.,  Dewan  Pimpinan Tingkat Pusat Partai

...................... veviviviireii... memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati

1. Nama Calon Bupati :

...................................................................................................................

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.......................................................................................................................

sebagai Calon Bupati dan Wakil Buzati Grebogan.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

................. ey s
Dewan Pimpinan Pusat
Partai ....coeriecisiiiosesassosestssossissnsssvonense
Ketua Umum atau Sekretaris
: l Sebutan lain*) v Jenderal atau
Ll | Cap sebutan lain*)
6.000 \
s b
TR R S — )
S TN - )

Keterangan :
*) Pilih salah satu.



( e

MODEL B.2-KWK
PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIKY)
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan T:ngkat Kabupaten
GroDogaAn. T PArtAL  cotuenermibammrmmsmossaransons atau Gabungan Partai Politik*)

Kabupaten Grobogan yang meliputi:

s ot v o e e e T e N R AN S S A Ao S A i e 14 s 04 «dan
T RPTEIE | i by b s s s s o RS A A A B KR R S A ARV o 05 T s 5 :dan
T = = e e e L LT T e e Ce USSR

menyatlakan :

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan

2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah
diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK
PARPOL) atas nama :

1. Calon Bupati:

..........................................................................................................................

........................................................................................................................

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya antuk digunakan

sebagaimana mestinya.

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *}/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)

Kabupaten Grobogan

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai
Ketua Sekretaris
materai
6.000 ( Cap )




Partai
| Ketua Sekretaris
Materai Cap
5.002
[v--n‘l.lloo-.-tlto.o.--lll] (DIOOC.O..IQ IIIII ......-Il.'
Partai
RshErai Ketua Sekretaris
4
‘ 6.000 f; Cap
l ------------------------ ..} (...IIII....C.I.!Q{.DIOD.'.,

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.

2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik ateu Gabungan
Partai Pclitik.



I"
MODEL B.2-EWEK
PARPOL

PERNYATAAN KESEPARATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK")
DENGAR PABANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GURERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATL/WALTHOTA DAN WAKIL WALIKOTA®*)

Yang hertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

1. Partai... ;
L o ;dan
3 2T g U ey N g ety o e ey o T A L e S e e

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

1, Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

2. Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :

sclanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

FIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
WALKOA®) ....cocvrvreerrerceeaccanesrasssssnesssnnerennnooo. S€8UAI ketentuan Undang-Undang dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum,

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

DPW/DPD/DPC Partai Politik atan sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinel /Kabupaten/Eota®*) ............ccooviiniiiiinniinenisins

Yang Mongajukan Pasangan Calon *)

Partai
Materai Ketua Sekretaris
| 3 ) | oo o Ty T o ]
Partai
Hetua Sekretaria

Matera

(-----.ll uouuuuctc-un' loouu-n-uucoc..co.-o-o'



Partai

Ketua Sekretaris
Materai
[ R ) | erisiTees srsavessh)
Pasangan Calon
Calon Gubernur/Bupatl/Walikota*) Calon Waldl Guberour f
Walrdl Bupati/Walkil Walikota*)
(e et T ra— PR TRety i wes PPl s A Py |

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politilkk atau Gabungan Partai
Politik.



MODEL B.1.2-KWK
PARPOL

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Tingkat Pusat Partai

|. Nama :
Jabztan : Ketua Umum/ sebutan lain®)
2. Nama ;
Jabatan Szkrezris Jenderal/ sebutan lain*)

dengan ini menyatakan:

/14

Dalem proses selexsi Bakal Paszngan Calon, kami menjamin bakal pasangan
Calon  Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 yang diajukan kepada
KPU Kabupaten Grebogan memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk
tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan
pelanggaran huku:n,

Bahwa dalam seleksi terizadas Bakal Pasangan Calon atas nama:

a. Calon Bupati

..................................................................................................................

kami melakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan Anggaran
Dasar dan Anggaray: Ruma: Tangga dan/atau peraturan internal Partai Politik
dengan mengutamakzn Bakal Pasangan Calon yang bukan merupakan
marian erpidana korupsi.

Demildan PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti
pemenuban persyaratan pencalsnan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Grobugan sesuai ketentuar. yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli
untuk depat dipergunakan sekbagszimanz semestinya,

Ketua Urimam/sebutan .ain,

R
L

Yang Menyatakan,
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
152 g1 P N SO W oo . L, 00 0 i

Rarpe) ) MATERAI

Keterangan ;

*I Pilih =alah sam.



MODEL TT.1-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAXKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2020
Bahwa pada hari ............... tanggal .............oovennnn bulan sissisenisss
Talmn - cua ribu ..o , telah diterima dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, atas
name.:

Nama Bakal Calon Buboati :

............................................................................................................

.............................................................................................................

vang kerisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima endaftaran
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

............. sy iasosairssnsswenneees 20

Yang Menyerahkar., Yang Menerima,

Nama Lengkap dan Tanda Tangan  Nama Lengkap dan Tanda Tangan



LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020

LAMPIRAN MCDEL
TT.1-KWK

1. Iidentitas Bakal Calon Bupati:

N

Nama
Alamat
Namar Telp

Nama
Alamat
Nomor Telp

.......................

Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :

........................

----------

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Hari
Tanggal
Waktu

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul :

NOMOR & TANGGAL

NOMOR NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN
TELEPON PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT | SEFUTUSAN PIMPINAN
ALAMAT KANTOR PARTAI POLITIK
o | omEEERAL | Bl s DEWAN PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN 150 b
POLITIK | Do o IR PIMPINAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT L
PARTAI KABUPATEN TENTANG KEPENGURUSAN
POLITIK PARTAI POLITIK PERSETUJUAN BAKAL
PASANGAN CALON
]
2




A. SYARAT PENCALONAN

NO

‘Model B KWK - Parpol

TIDAK

JENIS DOKUMEN ADA

ADA

Model B.1. KWK Parpol
Moudel B.2. KWK Parpol

LSS Y N

SYARAT

TIDAK
MEMENUH]
SYARAT

KETERANGAN

BAKAL CALON DARI PARTAI POLITIK

Model B.3. KWK Parpol

nfds s (R —

= |

Model B.4. KWK-Parpol

{keabsahan
dokumen
diteliti pada
masa
verilikasi)

_Panai Politik tingkat Kabupaten

Keputusan tentang Kepengurusan

Surat Keputusan pengambilalihan
wowgnany — dalam  pendallaran
pasangan calon

Catatan :

Diisi bagi Pasanpan Calon yang
pendaftarannya tidak dilakukan
oleh Pimpinan Partai Politik tingkat
Kabupaten

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON BUPATI :

NO

JENIS DOKUMEN

HASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN

ADA

- TIDAK ADA

KETERANGAN

1.

Model BB.1 KWK

h

Model BB.2 KWK

Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon
adulah  Anggola KPU, KPU Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kkota, Bawaslu, Bawasla Kabupaten, Panwas
Kabupaten/Kota.

Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan




n

putusan pengadl]an vang telab berkekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon v

Bugi Bakal Calon dengan status terpidana u:mg tdalc rncn_]alam

pidana dalam penjara:
“a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan
jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping Surat kabar)

=t _.T.-_.___. e

To VM ieiwnary  SE i RD e e ke a e iae e g
: Salimin e kit ]..‘f_L.auLu.-.n.. JEE H L = el I'\N(.U.CUI IlLll\LlllL

Bl e o Resd L
| c¢. Surat Keterangan dari kejakszan mengenai terpidana tidak
menjalani pidana dalam penjara

sl el .

Bagi Bakal Calon vang telah selesai menjalani masa pidananva
paling singkat 5 (lima) tahun sebelumn jadwa! pendaftaran dan
bukan mantan terpidana Bandar Narkoba atau kejuhatan scksual
terhadap anak:

a. Surat keterangan “telah selesai menjalant masa pldana pejara
dari kepala lembaga pemasyarakatan o

h. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

=]

" Dalam hal bakal calon adalah Mantan Terpidana yang lelah selesai
menjalani masa pidana penjara tetapi belum melampaui paling

anak:

singkat 5 (linma} tahun sebelum jadwal pendaitaran dan bukan §
mantan terpidana bandar narkeha atau kejahatan seksual terhadap |

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara rerbuka dan
jujur pada surat kabar lokal atau nasional {(kliping

b. Surat keterangan yang menyatakan bahawa bakal calon yang
bersangkutan bukan pelakukejahatan berulang dari Kepolisian

Resort
¢. Surat Keterangan telah selesai menjalani masa pidana dar
lembaga pemasyarakatan

. Butal kelerangan iah selessi menjalani pembebasan bersyarat,
cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan
pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas

¢. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Surat Keterangan dari Pengadilan Negen yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekouatan hukum tetap

b. Tidak sedang memiliki tanggung jawab hutang secara
perseorangan dan/atau sccara badan hukum yang menjadi




A

ta_nbgung_}a\xabma vang merumkan keuangan negara

4. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

9. Sural Rewcrangon caldatan ke |)011~>m|1 Valng nenerangikan Bakal calon
pernah/iidak perrsh melakukan porbuatan tercela dari Kepolisian SR 1
________ _Resort _ e S
10 Surat tanda tenma penyerahan laporan  harta kckayaan |
| pumvelenggara Negarw dani Kunis: Permberantasan Korupsi & =y Istny |
1l Surat keterangan iidak sedang diny atakan paalit berdasarkan l
' putusan pengadilan vang telab mempunyvai kekuatan hukum tetap
dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon
12. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat
calon yang bersangkutan terdatiar sebagai wajib pajak :
a. Forokepi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWF) ams nama
) calon _J
b. Tanda terima penyampaian Surat  Pewberitahuan Tahunan
Tajnle Penghasiinn Wil Pajak Orang Pribadi oties oomee bakal
calon, untuk masa b (hma) tahun teraklic atau scjak calon
menjasdi wajih pajalk _
c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
13 Surat keputusan nemberhentiun  sebagai  ponjabar Gubernur,
penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus
sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati afau penjabat
Walikota.
14. | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
15. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah
dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
16. Naskah visi, misi dan programn Pasangan Calon mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP] Kabupaten
Grobogan yang ditandatangani Pasangan Calon
17. Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten dan Kecarnatan
18. Foto Terbaru

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 ¢m sebanyak 4 lembar

¢. Foto calon ukuran 10.2 ¢cm X 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2
lembar

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, hurufl b dan huruf ¢




5
2. BAKAL CALON WAKIL BUPATE :
HASIL PEMERIKSAAN
NO JENIS DOKUMERN KE_EENG_I-Q&_P!W_DOPE!W_EH‘Q_ KETERANGAN
PUCAR A o 4RSI Ay PO - ADA | TIDAK ADA
L. | Model BE.1 AWK o SRS Lo el e Lot e TR
2. | Model BB.2 KWK e 3 S
o Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon i
adalall Angeotz KPU, KPU Kabupaten/KIP  Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/ Kula, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas
| Kabupaten/Keta. U fe G
4, Surat keterangan ldak pernah sebagai terpidana berdasarkan i
putusan  pengadidan yang el berkekuitan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
e liedien’
5. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani

[ pidana dalam penjara: _

4. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan
jujur pada surat kabar lokal ateu nasional (kliping Surat kabar)

b. Salinan putusan pengadilan yang telah herkelmatan hnkam
tetap

c. Surat Kctcrangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak

] menjalani pidana dalam penjara

6. Bagi Bakal Calon yang iclah selesai menjalani masa pidananya

paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan

bukan mantan lerpidana Bandar Narkoba atau kejahatan seksual

terhadap analk: ]

a. Surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana pejara
dari kepala lembaga pemasyarakatan

b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

7. Dalam hal bakal calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai

menjalani masa pidana penjara tetapi belum mclampaui paling

singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan

mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap

anak:

a. Bukt telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan
jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping

b. Surat keterangan yang menyatakan bahawa bakal calon yang
bersangkutan bukan pelakukejahatan berulang dari Kepolisian
Resorl

c. Surat Keterangan tetah selesai menjalani masa pidana dari




s.

6

Jembaga pt—*masvarakatan
d. Surat keterangan telah selesai memaldm pembebdsan bersvarat

curt hersvaral atau cuti menjelang hebas dari kepala badan

ptlildb\d_[dkdld..[l dalain hal Bakal Calon mendapat pembebasan
~ bersvarnt, cutl bersyarat atau cuti menjclang bebas
~e. Purusan penoadllan vangt Lelah berkekuatan hu kum IPlap

Sural Keierangan dari P("Il”ddllnn Negeri vang \\1ayah hukumma
'h o LR Lo -v-uj:- 1t tlngnﬁl ("‘“(\- A r;ﬂg mCT‘]\ atalor halywa

W Tlddk sedan,q dicabut hdk Dlllhn‘," berdasa.rkan' putusan
pengadilan yvang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

b. Tidak sedang memiliki tanggung jawab  hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjad
tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

" Surat Keter angan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal calen
pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian
Resort

10.

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaun
penyclenppara Nepara dari Kamisi Pemberantasan Kornpsi

11.

Surat keterangan tidak scdang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan vang telah mempunysi kekudlan hukum ietap
dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnyva meliputi tempat tinggal calon

12.

Dokumen vang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat
calon yang bersangkutan lerdaftar sebagai wajib pajak :

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas ‘nama
calon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal
calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon
menjadi wajib pajak

¢. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

13.

Surat kepuiusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur,
penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus
sebagai penjabal  Gubernur, penjabat  Bupati atau penjabat
Walikota.

14.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

10

Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB], yang telah
dilegalisasi oleh instansi yang berwenang

16.

Naskah wvisi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang {RPJP) Kabupaten

Grobogan vang ditandatangani Pasangan Calon




B..
N

~ Daftar nama ’[‘lm hémpame hahupalfn dan Kecamatan

Fowo Terbaru =
Pos Fato Berwsrna nkllr"\n 4\ ﬂ mn g ]'\ any LL]4r 4 Ier‘nhd]’

Pas F‘oto H1tam Putlh ukuran 4)(-6 cm seb amak 4 lembdr

Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm {4K) Berwarna sebanvak EY

lembar

|
-

i
| o S 1

Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *)

Keterangan :

Yang Meonyerahlan

*} Pilih salah satu

‘1 Softcopy Folo 5c:leua_|mdnd huruf a, hurufb ddn huruff.

Yang Menerima

1R

.20

Ketua/Anggota KPU Kabupaten Grobogan /Ketua Pokja Pencalonan ¥)



MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020

Bahwa pacda hari ............ tanggal ....coocevniiininnn. DR « sonivinssnnion Tahun dua
7] o AT S R S , telah diterima dokumen perbaikan persyaratan
pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, atas
nama;

1. Nama Bakal Calon Bupsati :

................................................................................................

Yong berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan sojtfile yang akan
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen
Perbaiken Pssangan Calen Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

............. e s e aeaie DoAY

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

Nama Lengkap dan Tanda Tangan Nama Lengkap dan Tanda Tangan



LAMPIRAN MODEL
TT.2-KWK

LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020 o

1. Identitas Bakal Calon Bupati :
Nama SR R——————
Alamat R —
Nomor Telp S

2. Identitas Balkal Calon Walal Bupat :
Nama O
Alamat ARSI —
Nomaor Telp S

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendallaran

Harn T rcecnrneensmannnnnme o e s o Ui
Tanggal D eeeueneeanennenneennnian o bR
Waktu § (i smmin i 5., e s, TS £, 68

A. SYARAT PENCALONAN

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN
KEABSAHAN DOKUMEN RETERANGAN
MEMENUHI TIDAK
No JENIS DOKUMEN o TAI%:K Sl I
ot BAKAL CALON DARI PARTAI POLITI i

i

"1 | Model B.4. KWK-Parpol
diteliti pada masa

verifikasi)

Digunakan sebagai
dasar untuk melakukan
koordinasi dalam prosecs
pencalonan

2 Keputusan tentany Kepengurusan
Partai Politik tingkat Kabupaten
dalam  hal terjadi perubahan
kepengurusan setelah pendaftaran




e (

B. SYARAT CALON
1. BAKAL CALON BUPATI .

HASIL PEMERIKSAAN

NO JENTS DORTIMEN KELENGKAPA_DI_E?KUMEN KETERANGAN
L o . ADA | TIDAK ADA

0 [ MadelBBROOKWK - o S -

2 Model BB.2 KWK - - . IR ]
3 I\LI.‘.‘ULUde pemberhentian dari pejabat berwenang apabila ]

Calon adalah Anggota KPU, KPU Kabupaten/KIP Aceh,
KFU/RIF Kabupalen/Kulz, Bawaslu, Bawaslu Kabupalen,
Panwas Kabupalen/Kola,

4 Sural keterangan iidak pernah *‘.ehagal tcrp!dana ‘herdasarkan
pulusiant pengadilan ya telale Innkekuaban hukuse lelap dans
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliput tempat

tinggal calon

5. Surar keterangan dipidana Karena kealpaan ringan (culpa Kealpaan
letss) wiiu ulazan politik berdasarkan putusan pengadilan ringan/olasan
yany Lelall memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengadilan politik*)

ncgeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang

pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan {culpa lens)

atau alasan politik. o

6. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tdak

mexnjalani pidana dalam penjara :

a. Suratl keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal
atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
sebagai terpidana yang tidak menjalami pidana dalam
penjara

b. Bukti relah mengemukakan kepada publik secara terbuka
dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping
surat kabar)

c. Satinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap

d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak
menjalani pidana dalam penjara

7 Salinan putnsan pengadilan yang telah berkekuaran hukum

tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana vang

telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima)
hun  sebelumn  jadwal pendaftaran dan  bukan mantan




] t-érpmi_c:n_a bandar narkoba Atau lr.'c'j'ahalén seksual lerh:.nd;fah

anak
Dalam hal bakal Calon w:dalah Mantan Terpidana yang telah
selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampeul

bukan mantan terpidan:: bandar narkoba atau kejahatan
_scksual werhadap anak:
o, Dunl icalb mengeinuakaken kepada publk sccara terbuii
don jujur pndn surar kabar lokal atau nasional (khping
surat kabar);

yang hersangkutan bukan sehaga pelaku  kejahatan
berulang dari Kepolisan daerah; .
¢. sural kelerangan telah selesai menjatani masa pidana dari
___ kepala lembaga permasyarakatan; o
d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersvarat, cuti bersyarat atau cul menjelang bebas dari
kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon
mendapai pembebasan bersyarat, culi Lersyarat atau cull
menjelang bebas ]
e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

puling singlat 5 (ima) tahun sebetum jadwal pendaftaran dan |

b. surat keterangan vang menyatakan bahwa Bakal Calon

Surat keterangan dari Pengadilan Negeri vang wilavah

bahwa :

hukumnva meliputi tempat tinggal Calon vang menvatakan |

w4 Tidak scdang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
persecrangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi
tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara

Sural keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal
Calon pernah/ftidak pernah melakukan perbuatan tercela dari
Kepolisian daerah

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggl yang
wilayah hukumnya meliputi tempat iinggal calon

Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelavanan Pajak
terpat calon yang bersangkutan terdafiar sebagal wajib pajak




o«

-

15.

16,

a. Fatokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) was
nama caton e -
b. Tanda terima pcnvampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama
bakal calcn, uniuk masa § (lima) tahun terakhir atau scjak
calon menjadi wajib pajak

"< Tanda bubti tidak mempunval tunggakan pajak

penjabat Bupad atau penjabat Walikota bagi calon yang
berstalus sebagai penjabat Gubernur, penpabat Bupati atau
_penjabat Walikota. : S

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

a. Fotokopi ijazah/Suret Tandya Tarmat Belajar (STTB) Seleolah
Lanjutan Tingkat Atas (BLTA) atau sederajat. yang telah
dilegalisasi oleh instansi vang, berwenang o

b Folakope tazabh peipuatoHi Hnggl (Ehplots /a1 32 /8371,
vang tclah dilegalisasi oich instansi yang berwenang,
apabikt Bakal Culon mencantumkan gelar akademik.

Sural Kepulusan poimberhentian scbagal pcnjabatl Gubornur,

Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten
Karanganyar vang ditondatangani Pasangan Calon

Daftar nama Tim Kampanve Tingkat Kabupaten dan
kecamatan

Foto Terbaru

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 152 cm (4R} Berwama
sebanyak 2 lembar

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huyrufc

2.

BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

HASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN

NO JENIS DOKUMEN

ADA

TIDAK ADA

KETERANGAN

Model BB.1 KWK

Model BB.2 KWK

Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila

| Celon adalah Anggota KPU, KPU Kabupaten/KiP Aceh,




Funwas Kabupalen/hkota.

Surar keterangan  tidak  pernsh sebagal  terpidana
berdasarkan putusan pengadilan vang telah berkekuatan
haknm cetap dan pengadilan negen vang wilavah hukumnyva
e lipuln lmpat unggal calon

Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan {sulpa
ferdel atan rlessn politile herdasarkan putusan pengadilan
vang tlelah memperoleh kekualan hukum tetap dari
pongadilan negeri vang menjaluhkan putusan, bagi bakal
calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan
(ruipa lews) atau atasan politik.

Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang_t-idz:xT{“-

menjalani pidand dalam penjaia

a. Sural keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa
lokal atau naswonal yang menerangkan babhwa Bakal
Calon telah secara ierbuka dan jujur mengemulkakan
kepada publik sebagai terpidana yang tidak mcnjalani
pidana dalamn penjura

Kealpaan
ringazin/alasan

politik?)

b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka
dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping

__surat kabar] e :
c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hulkum tetap

d. Surat keterangan dan kejaksaan mengenai terpidana tidak
menjalani pidana dalam penjara

Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang
telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5
{lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan manian
terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap
anak

Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah
sclesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui

paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendafiaran dan |
bukan mantan terpidana bandar narkeba atau kejahatan |

scksual terhadap anak:

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka
dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping
surat kabar);

b. surat ketcrangan yang mcnyatakan bahwa Bakal Calon




:\'an_g- ])ers_anjgkuﬁ bukan _schag;‘;i_ pc!aku_'kc_jaﬁatar_l
berulang dari Kepolisan daerah:

¢. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana darn
__kepala lembaga permasyarakatan ;

d. Surat keterangan telah selesni menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari
kcpala badan pemasvarakatan, dalam hal Bakal Calon
mondapat pembebasan bersyaray, cutl bersyarat atau cutl
menjelang bebas

Surat keterangan dari Pengadilan Neger vang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan
bahwa :

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

e. Putusan pengadilan vang telah i)c;rkcl_ciei_z_ia:;} hukﬁm_ tetap.

__pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
h. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang sccara
perseorangan dan/atau secara’ badan hukum yang
menjadi  tangeungjowaboys  yang nerugikan keuugn

negard

10.

11.

Surat keterangan calalan  kepolisian  yang  menerangkarn
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari Kepolisian daerah

Surat Landa terima penyeraha_n japoran  harta kekayaan
penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi

12.

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tnggl yang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

13.

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan paiht berdasarkan |

Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak |&
icmpat calon yang bersangkutan terdaftar schagai wajib pajak |

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWF) atas
nama calon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
atas nama bakal calon, untuk masa S (lima} tahun
terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak

¢. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

14.

Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur,
penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon vang

berstatus scbagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau




B

_ Fotolupi Kuarto Trandy Pendudulk Eleldronik

Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu

penjabat Walikola.

a. Fotokopt ijazah/Sural Tanda Tamat Belajar (STTB) |
Sckolab Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sedcrajat.'
Cvang welah dilegalisani oleh nsenst vang berwenang j

b. Fowokopt ijazah perguruan tnggh (Diploma/8]/82/83%),
vang telah dilegalisasi oleh instansi vang berwenang,
apabily Bakal Calon merncantumban gelar akademik.

pude  Rencunn  Pembaengunan Jangka  Tarjang  (RPJD)
Kabupaten Karanganvar vang ditandatangani Pasangan Calon

- Em

Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dan
Kecamatan

ato Terbaru

Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebam_'al-c 4 lembar

r
a.

b, Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanvak 4 lembar
c

Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R} Berwama
schanyak 2 lembar

Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *|

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan hurufc

Yang Menyerahkan

SO SRRSO )

Keterangan :
*] Pilih salah satu

Yang Menerima

Ketua/Anggota KPU Kabupaten Grobogan/Ketua
Pokja Pencalonan *}




= oy

MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRAS] DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

Pada hari ini ... tanggal ... bulan  ccsssssssosesse
Tahun dua fEU e evieee e bertzmpat dboc
KPU Kabupaten Grobogan telah melaksanakan penelitian persyaratan
administrasi terhadap kelergkapan dan keabsahan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, atas
nama;

1. Calon Bupati

......................................................................................................

Hasil senelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahar dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut
dituang<an cilam Label sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Kerua dan Anggota KPU Kabupaten Grobogan. Berita
Acare disammpaikan kepada:

1. 1 {sa-u) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon;

2. 1 (samu) rangkap untux arsip.

KPU KABUPATEN GROBOGAN

‘'No| NAMA [ JABATAN TANDA TANGAN
T Ketua
e e — _
l :;_ 4 S ‘ Anggota
+. \ Anggota
. 5__ - - | An,ggota




[[ LAMPIRAN MODEL BA. HP-KWK }

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan atas :

Nama Calon Bupati :

scbagar benkut :

A. SYARAT PENCALONAN

| HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN

MEMENUHI TIDAK
s KETERANGAN
NO JENIS DOKUMEN ADA Ti';i“ SYARAT MEMER TE
SYARAT

- BAKAL CALON DARI PART.

E

g
i

Model B.4. KWK-Parpol

2. Keputusan tentang
Kepengurusan Partai Politik
tingkat Kabupaten

3. Kurat Kepiitnsan
pengambilallhan  wewenang
dalam pendafiaran pasangan
calon

Catatan :

Diisi bagi Pasangan Calon
yang pendafltarannya tidak
dilakukan oleh Pimpinan
Partai Politik tingkat
Kahupaten o o

— i




R. SYARAT CALON
1. BAKAL CALON BUPATI :

NO

|

JENIS DOKUMEN

-

LDORKUMEN

" HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN

KETERANGAN |

ADA

TIDAK
ADA

MEMENUH
1 SYARAT

TIDAK
MEMENUHI
SYARAT

| Model BB.1 KWK

Model BB.2 KWK

KReputusan pemberhentian dari pejabat
berwenang apabila  Calon  adalah
Anggota KPU, KPU Kabupaten/KIP
Aceh, KPU/KIP  Kabupaten/Kota,
Boswnsliy, Bawasiu Kalupaten, Panwds
Kabupaten/Kota.

Surat keterangan tidak pernah sebagai
terpidana Lordasarkan pulusan
pcngadilan  yang  tclah  berkeckuatan
hukum tctap dari pengadilan negen
vang wilayah hukumnya meliputi

{ tempat tinggal calon

Bagi Bakal Calon dengan  status
terpidana yang tidak menjalani pidana

~ dalam penjara:

a. Bukti ielah mengemukakan kepada
publik secara terbuka dan jujur
pada surat  kabar lokal atau
nasional (kliping Surat kabar)

b. Salinan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap

c. Surat Keterangan dari kejaksaan
mengenal terpidana ridak
menjalani pidana dalam penjara

Bagi Bakal Calon yang telah selesai
menjalani masa pidananya paling
singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal

pendaftaran _dan  bukan mantan




| kejabatan seksuyl terbadap anak:

terpidana Bandar  Narkoba  atau

. Surat ketersnean  aelah selesai
tergedan o pedana pejara Jdatd
kepala lembaga pemasvarakaran

b. Putusan pengaditan vang telah
berkekuatan hukum tetap.

Ty IO EPTY B EVSS FETe ) 1 L FEE R St

Terpidana yang 1clah seiesai menjalani
masn  pidona pemara leapi helum
melampauwi paling smekat 3 (lima)
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan
bukan manman twrpiklana  bandar
narkoba ataw Rkgabalan scksuad
terhadap anak:

a. Bukt ielah mengemukakan kepada

publik secara terbuka dan jujur
pada surat kabar lokal atau
nasional (kliping

b. Surat keterangan yang menyatakan
bahawa bakal calon yang
bersangkutan bukan
pelakukejahatan  berulang  dari
Kepolisian Resort

¢. Surat Ketlerungan 1clah sclesai
menjalani masa  pidana  dan
lembaga pemasyarakatan

d. Surat keterangan telah selesai
menjalani pembebasan bersyarat,
cuti bersyarat atau cuti menjelang
bebas dari kepala badan
pemasyarakatan, dalam hal Bakal
Calon mendapat pembebasan
hersyarat, cuti bersyarat arau cuti
menjelang bebas

. Putusan pengadilan vyang telah
berkekuaran hukum tetap

Surat  Keterangan dari Pengaditan
Negeri yang wilavah hukumnyva
meliputi tempat tinggal Calon vang
menyatakan bahwa :




e e v

[ a. Tidak sedang dicabut hak piliﬁn_\«'a

burdaswkan  putlusan  pengadilan
virng teluh mempunyai kekuatan
hukum tetap

b. Twnak sedang memibka  tanggung

jawab hutang secura perseorangan
duii/atau  sccara badan  hukum

vone moniadi angmung jewshnyo
FLOS HONjadl langgung owonnya

9,

Surat Keterangan catatan  kepolisian
yang mencrangkan  Bakal  calon
pernahf tirkak pernah melakikan
perbuatan  terccla dar lLcpolizmn
Ristor!

Gurat  tanda tcrima  penycrahan
laporan harta kckayaan pcnvelenggarn
Negara dari Komisi Pemberantasan
Korupsi

Surat  keterangon  tidak  sedang
dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai
keliatan hukum tetap dari pengadilan
niaga atau pengadilan tlinggi yang
wilayah hukumnya meliputi tcmpat
tinggal calen

12.

Dokumen yang dikeluarkan oleh
Kantor Pelayanan Pajak tempat calon

yang bersangkutan terdaftar sebagai |

wajib pajak :

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) atas nama calon

| __pajak

b. Tanda terima penyampaian Surat
Pemberitahuan  Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi atas nama bakal calon,
untuk masa 5 {lima) tahun terakhir
atau sejak calon menjadi wajib

. Tandz buku  ldak mc-mpdﬁyai
tunggakan pajak

Surat keputusan pcrr_lbcrhchlié.n




sebugai penjabat Gubernur, penjaliag
Rl_li_‘li_l.li Al ]'I'Il_‘ﬂji'ill‘rll Walikewa T gf'i
calon vang berstawes schagai penjaba
Guberpur, penjabat  Bupati  atw
| penjabal Walikota. - - |
14. ¢ Fowkopi kartu  Tanda  Penduduk
| Elektronik - )

s Potokiopl  ijazak/Surat Tanda Tamat

| Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi
! oleh instansi vang berwenang

16. Naskah visi. misi dan pr_‘ogram |
Pasangan Calon mengacu  pada
Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (REJP Kubupaten Grobogan
vang ditandatangani Pasangan Calon

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

17. Dahar nama Tim Kampanve
| Kabupaten dan Kecamatan .
158. | Fow Terbaru it e
4. Pas Folo Berwarna ukuran 4x6 cm
__sebanyak 4 lembar
bh. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6
~ cm sebanvak 4 lembar L
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 |
ctt (4R) Briwwina  scbanyak 2
__Jembar
d. Softcopy Foto sebagalmana huruf a,
L | hurufbdan hurufc -

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN

berwenang apabila Calon adalah Anggota
KPU. KPU Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP
L Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu

DOKUMEN KETERANGAN
NO JENIS DOKUMEN TIDAK MEMENUHI TIDAK —— ]
ADA ADA SYARAT MEMENUH
I SYARAT
1. Model BB.1 KWK
2. Model BB.2 KWK
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat

Ak



=]

-

o Buky telah mengemukakan kepada |

telah berkekuatan hukumtelap

Kabupaten, Panwas Raiu paten/ Ko, _ |
Surat keterangan tdak pernah  sebagal
erpidana berdassrkan putusan
pengadiliae yang 1winh br_'rkrl-:um:-ml
hukum tetap dari penzadilan negen vang |
wilayah  hukumnya meliputi  tempat
tinggal calon |

Bagi Bakal Caton dengim status terpidana
vang tdak menjalani  pidana dadzarn 1
enjara: I
publik secara terbuka dan jujur pada
surat  kabar lokal atau nasional
(kliping Surat kabar) .
pengadilan  vang

b. Salinan putusan

c. sBurat Kctcrangan dari kejaksaan
mengenail terpidana tidak menjalani
___pidana dalam penjara =
Bagi DBakal Calon yang telah sclesai
menjalani masa pidananya paling singkat
5 (lima}  tahun schelum  jodwal
pendaftaran dan bukan mantan terpidana
Bandar Narkoba atau kejahatan seksual
terhadap anak: -
a. Surat keterangan telah  selesai
menjalani masa pidana pejara dari

kepala lembaga pemasyarakatan

b. Putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal bakal calon adalah Mantan

Terpidana yang telah selesal menjalani §
masa pidana penjara tetapi belum |
melampaui paling singkat 5 (lima) tahun
sebelum jadwal pendaftaran dan bukan
mantan terpidana bandar narkoba atau
kejahatan seksual tethiadap anak:

2. Bukti telah mengemukakan kepada
publik secara terbuka dan jujur pada !
sural kabar lokal atau nasional |
(kliping




e. Putusan pengadilan vang telah |

b. Surat welerangan vang menvatalan
bahaw: bakal calon vang
hersan: kutan bnkan pelakukejaharan
berularng dari Kepolisian Resort

¢. Surat  Keterangan  telah  selesad |
menjal:ni masa pidana dari lembaga
~ pemasyarakatan

. Surat Kcierangan wclan selesad
menjaluni pembebasan bersyarat, cuti
bersvarat atau cuti menjelang bcbas
dari kepala badan pemasyarakatan,
dalam  hal  Hakal  Caloo meadapal
pembebasan bersvarat, cuti bersvarat
aluu culi menjelang bebas

o

berkekuatan hukum rerap

Surat Keterangan dar Pengudilin Negeri
yang wilayvah hukumnva meliputi lempal
tinggal Calon yang menyatakan bahwa :

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyvai kekuatan hukum
tetap

b. Tidak sedang memiliki tanggung jawab
hutang secara perseorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi
tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara

Surat Keterangan catatan kepolisian yang

menerangkan Bakal calon pernah/tidak |

pernah melakukan perbuatan tercela dari
Kepolisian Resort

10.

Surat tanda terima penyerahan laporan
harta kekayaan pcnyelenggara Negara
dari Komisi Pemberantasan Korupsi

11,

Surat keterangan tidak sedang
dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengudilun  yang  lelah  mempunyal
kekualan hukuin telap dad pengadilan
niaga atau pengadilan tinggi yang wilavah

hukuinnya mweliputi teupat tnggal calon




12.

13.

5
|

1
1

Dokumen yang dikeluarkan oleh Kanioi
Pelavanan  Pajak  tempal  calon  Yang
bersangkuten terdaftar  sebagai  wajil
| pajak :

a. Fowkepi feartn Momor Polcok l‘uulh

Pajak (NPWP) atas nama calon

h. Tunds ferima  penvampaian Surai
Pemeritahuan Tahunan Paiak
Penghasilan  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi atas nama bakal calon, untuk
masa 5 (lima) tahun terakhir aau
sejak calon menjadi wajib pajak

¢. Tanda  bukti  tidak
Lunggukan pajak

penjabal Gubernur, penjabai Bupatl atau
penjabat  Walikota bagi
berstalus sebagai penjabat Gubernur,
penjabat Bupati atau penjabat Walikota.

mempunyal :
Surat kepulusan pcmberhcnuan sebagm :

calon yang |

14.

Fotakaop Kartu Tanda Pendudu lr
Elcktronk

15.

| yang berwenang

Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
{STTB), vang telah dilegalisasi oleh instansi

16.

Naskah visi, misi dan program Pasangan |
Calon mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupatien Grobogan Yang
ditandaiangani Pasangan Calon

17.

Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten
dan Kecamatan

Foto Terbaru

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cn

schanyak 4 lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm
sebanyak 4 lembar

¢. Foto calon ukuran 10.2 ¢cm x 15.2 cm
(4R) Berwarna sehanvak 2 lembar

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a,
hurui b dan huruf ¢




. ¢

Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calen/Bakal Pasangan Calon ¥)

Keterangan :
*) Pilih salah satu

. 20

YTang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupaten Grobogan/Ketua Polija
Pencalonan *|



MODEL BA.HP
PERBAIKAN -KWK

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

Pada hari ini ............... tanggal oo bulan gassacERs
Tahun dua ribu ..., bertempat di icssesssisssussnseinsidinsinis
KPU Kabupaten Grozogan telah melaksanakan penelitian perbaikan
persyaratan administras. terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan, atas nama:

1. Calon Bupati

.....................................................................................................

......................................................................................................

Flasil  pencliuan  perbakan  persyaratan  administrasi  terhadap
kelengkapan  dan kezbsshan dokumer. persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani cleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Grobogan.

Berita Acara disusun masing-masing :
1.1 (satu) ranzkap disampaikan kepada Pasangan Calon;

2. 1 {saw) rangzkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN GROBOGAN

NO | NAMA | JABATAN TANDA TANGAN
S — —
\_"’2.‘. | Anggota 1
__3-,_“ l | E N Anggota ;
T s Anggota

_5.__ o Arggota |




-

7 S _ —
ilr LAMPIRAN MODEL BA, HP
1 PERBAIKAN-KWK

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DIAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

GROBOGAN TAHUN 2020

Hasil penelitian perbaikan persyar«ian administrasi dokumen persyatatan pencalonan dan persyaratan calon dalam
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan atas:

Namna Calon Bupatl :

sebagai benkut :

A. SYARAT PENCALONAN

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN

Partai Politik tingkat Kabupaten
dalam hal terfadi  perubahan

kepengurusan setelah pendaftaran |

DOKUMEN KETERANGAN
NO JENIS DOKUMEN apa | TIDAK AT TIDAK MEMERUHI
ADA SYARAT
i BAKAL CALON DARI PARTAI POLITIK SEeRRT L

1 Madel B.4. KWK-Parpol E (keabsahan dokumen

diteliti pada masa

verifikasi)
2 Keputusan lentang Kepengurusan Digunakan sebagai

dasar untuk melakukan
koordinasi dalam proscs
pencalonan




B. SYARAT CALON

1. DAKAL CALON BUPAST:

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN !
| | " HEABSABANDOKUMEN | RETER oY |
NO JENIS DOKIMEN | T oAk MEMENUHI TIDAK 4‘
ADA SYARAT MEMENUHI
18D | SYARAT

1. | Model BB.LKWK : . | e -

2. | Mode!lBB.2KWK =~ 1 | I A
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat
berwenang apabila  Calon adalah
anggota KPU, RKPU Kabupaten/KIP
Aceh, KPU/KIP Kuabupatenf/Kota,
Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas
Kabupaten/Kota. o | I ]
4. Surat keterangan tidak pernah sebagal
terpidana berdasarkan putusan

pengadilan  yang telah  berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri
yang wilayah hukumnya meliputi
tempal linggal calon il
5. Bagi DBakal Calon dengan stlatus
terpidana yang tidak menjalani pidana
dalam penjara: |
a. Bukti telah mengemukakan kepada
publik secara terbuka dan jujur
pada surat kabar lokal atau
nasional (kliping Surat kabar)
b. Salinan putusan pengadilan yang
telah berkekualan hukum tetap
¢. Surat Keterangan dar kejaksaan
mengenai terpidana tidak menjalani
__ pidana dalam penjara ]
6. Bagi Bakal Calon yang telah selesai
menjalani masa pidananya paling
singkat 5 (lima)] tahun sebelum jadwal
L pendaftaran _dan __bukan mantan




terpidar.. Bandar  Narkoba  atau
__kejahatan scksual terhadap anak: |

a. Surz  keterangan telah selesai
menpilani masa pidana pejara dari

| kepaa lembaga pemasvarakatan |

b. Putusan pengadilan yang telah

| berkdkuatan hukum tetap. B
Dalamr ol baksal czlon adelah Manton

Terpidar:a yang telah sclesai menjalani

masa rdana penjara tetapi belum

melamp::ai  paling singkal 5 (lima)

tahun scbelum jadwal pendaftaran dan

bukarn  mandan lerpidana banda

narkobia  atau  kejshatan seksuad
_ terhadap anak:

a. Bukti telah mengemukakan kepada
publik  secara terbuka dan jujur
pada surat kabar lokal atau nasional
(kliping _

b. Sural kelerangan yang menyatakan _ - _
bahawa bakal calon yang
bersangkutan bukan
pelakukejahatan berulang  dari
Kepolisian Resort

c. Swrat  Keterangan telah  selesa
menjalani masa pidana dan lembaga
pemasyarakatan

d. Surat keterangan telah selesai
menjalani pembebasan bersyarat,
cuti bersyarat atau cuti menjclang
bebas dari kepala badan
pemasyarakatan, dalam hal Bakal
Calon mendapal puinbebasan
bersyarat, cutl bersyarat atau culi
menjelang bebas

e. Putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap

8. Surat Keterangan dari Pengadilan

Negeri yang wilayah hukumnya meliputi

tempat tinggal Calon vang menyatakan |
bahwa : :




1O,

-

berdasarkan purusan pengadilan
vang telah mempunyai  kekuatan
hukum tetap

b. Tidek scdang memiliki tanggung |

jawab hulung secara perseorangan
dar/atau  sccara  badan  hukum
sEns memadi tanggung jewasbnya

vang merugikan keuangan negara

Surat  Keierangan catatan  kepelisian
vang menerangkan Bakal calon
pernah/tidak pernah melakukan
perbuatan terecla dari Kepolisian Resort
Surat tanda terima penyerahan laporan
harta kekavaan penvelenggara Negara
dari Komisi Pemberantasan Korupsi

1.

_Surat  kecterangan  tidak  sedang

dinvatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilai  yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dar pengadilan
niaga atau pengadilan tinggi yang
wilayah hukumnva melipuli  lempat
tinggal calon

Dokumen vang dikeluarkan olch Kantor |

Pclayanan DPajak tempat calon yang
bersangkutan terdaftar sebagai wajib
pajak :

a. Fotokopi kartu Nomor Pokek Wajib
Pajak (NPWP) atas nama calon

b. Tanda terima penyampaian Surat
Pembernahuan  Tahunan  Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribacdh atas  nama bakal  calon,
untuk masa S (lima) tahun terakhir
atau sejak calon menjadi  wajib

pajak

c. Tanda bukti tidak mempunyai
tunggakan pajak

13.

Surat keputusan pemberhentian
sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati atau penjabat  Walikota bag




~calon ;ﬁng_l_o-eféialus scbagai peijabal ) ,

Gubernur, penjabat  Bupati atau .‘
- prijabat Walikota. I R - - B - |
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ]
| Elckironik o - I | - '
15. | Fotokopi fiazah/Surat Tanda *amat ) R T
Bc,ajar (STTB}, yang ielah dilegoiisasi E
| cleh instansi yang berwvenang N I W . _ |
16. Naskah visi, misi dan program T
FPasangan  Calon mengach pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
i (RPJP) Kabupaten Grobogan yang
| ditandatangani Pasangan Calon _ - _ R
17 Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten | 7] i B
¢ | danKecamatan 1 ) o
18. | Foto Terbaru i A cen g faai 1 . o R

a. Pas Foto Rerwarna ukuran 4x6 cm

| sebanyak 4 lembar -
b. Pas Fote [itam Putth ukuran 4x6 cm
sebanyak 4 lembar B

¢. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2
em  (4KR) HBerwarna sebanyak 2
lembar

d. Soltcopy Foto sebagaimana huruf a, T
huruf b dan huruf c

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN - i
KEABSAHAN DOKUMER KETERANGAR.
NO JENIS DOKUMEN MEMENU TIDAK i
; ADA TIDAK HI - | memERom ,'
1. Model BB.1 KWK
2. Model BB.2 KWK
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat
berwenang apabila Calon adalah Anggota
KPU, KPU Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu
Kabupaten, Panwas Kabupaten/Kota.




Surat kelerangan tides pernah sebagai
lerpidana berdasakan putusan
pengadilan  yang N iah berkekuatan
hukum tetap dari penpadilan negen yang
wilayah hukumnya mehnuti tempat linggal
caon
Bagi Bakal Calon dengun stafus terpidana
vang udak menmjaiar:  pidana dalam
penjaval -
d. Bukti telah mengemukakan kepada
publik secara terbuka dan jujur pada
surat kabar lokal atau nasional
__{khping Surat kakhar o
¢. Salinan putusan pengadilan vang telah
' berkekvatan hukum tctap
{ Surat Keterangan dari kejaksaan
mengenai  terpidana tidak menjalani
idana dalam penjara

Bagi Bakal Calon yung telah selesal
menjalani masa pidananya paling singkat
5 (lima) tahun scbelum jadwal pendaftaran
dan  bLukan mantan crpidana Bandar
Narkoba atau kejahatas scksual terhadap
anak:

¢. Surat keterangan  i€lah selesal
menjalani masa pidana pejara dari
kepala lembaga pemasyarakatan

(RSP, e

4. Putusan pengadilan  yang telah
berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal bakal calon adalah Mantan | - S

Terpidana vang telah sclesai menjaluni
masa pidana penjara tetapi belum
melampaui paling singkat S {lima) tahun

sebelumn jadwal pendaftaran dan bukan o5

mantan terpidana bandar narkoba atau |

kejahatan seksual terhadap anak:

[ Bukt telah mengemukakan kepada
publik secara terbuka dan jujur pada
surat kabar lokal atau nasional (kliping

g Surat keterangan yang menvatakan
bahawa bakal calon yang bersangkutan




bukan pe.ikukejahatan berulang dar
Repolisian Resort
h. Surat koterangan telah selesal
menjalani masa pidana dari lembaga
pemasyarsKatan o - - _— S L L —
i. Surat  luterangan  telah selesal
menjalam pembebasan bersvarat, cuti
hersyvarat atau cuti menielang bebas
dari kepcla badan pemasyarakatan,
dalamm  hai  Bakal Calon mendapat
pcmbebasan bersyarat, culi bersyarat
atau cuti menjelang belms
J- Putusan pengadilan yang iclah
- herkekuatan hukum tetap _
3. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri
yang wilayah hukumnyas melipuri tempat
tinggal Calon vang menyatakan bahwa : o
e. Tidak sedang dicant  hak  pilihnya
herdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekualtan hukumn
tetap
d. Tidak sedang memiliki tanggung jawab
hutang secara perseorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi
tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara

9. Surat Keterangan catatan kepolisian yang |2 ' 5
menerangkan Bakal calon pernah/tdak 4F
pernah melakukan perbuatan tercela dari

Kepolisian Resort '

10. Surat tanda terima penyerahan laporan
harta kekayaan penyelenggara Negara dari
Komisi Pemberantasan Korupsi

11. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan
pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dari  pengadilan niaga atau
pengadilan ringgi yang wilayah hukumnya
meliputi ternpat tinggal caion

12. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor [
Pelayanan Pajak tempat calon yang [S8ss




terdaftar  schagai

bersang.Kutan wajth
pajak I
d. Fot kopi kartu Nomor Pokok
__ Paji:k (NPWP) atas nama calon
¢. Tarda terima penyampaian
Per beritahuan Tahunan

Wayb

E;U rat
Pajak

. Pei.shasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

cre omoma Saka! calon, vawmk maosa 5
(lima) tahun terakhir atau sejak calon
| menjadi wajib pajak

f. Tanda  bukti tidak
_tunggakan pajak -
Surat keputusan pemberhentian sebagai
peryabil Gubernur, penjabat Bupatl atau
penjabit  Walikota bag calon yang
berstatus sebagai penjabat Gubernur,
| penjabat Bupati atau penjabat Walikota. |
Fotakap Karr Tanda Penduduk
Elektronik

mempunyai

| vang berwenang

Folokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
(STTB), yung lelah dilegalisus oleh instansi

Naskah visi, misi dan program Pasangan
Calon mengacu pudi Roncana
Pembangunan Jangka Panjang {RPJP)
Kabupaten Grobogan yang ditandatangani
Pasangan Calon

e. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm
sebanyak 4 lembar

17. Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten
dan Kecamatan '_ ko -
18. Foto Terbaru e Pebice e

f  Pas Folo Hitam Pulil ukw an 4x0 cm
sebanyak 4 lembar

g. Foto calon ukuran 10.2 cm X 15.2 cm
(4R) Berwarna sebanyak 2 lembar

h. Softcopy Foto sebagaimana huruf a,

huruf b dan hurul ¢




Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *)

Keterangan :
*) Pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum

skg-ul

YUDHAVISKA AYS

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupaten Grobogan/Ketua Pokja
Pencalonan *)

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 6 Descmber 2019

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO



